Ini hanya contoh sistematika RPJM-Desa, setiap kabupaten bisa berbeda (www.idrap.or.id)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
INI HANYA CONTOH
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Tujuan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 
1)	memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2)	memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 
3)	melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 
4)	mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 
5)	membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 
6)	meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
7)	meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 
8)	memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 
9)	memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 
Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: 
1)	rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 
2)	subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; 
3)	keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 
4)	kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa alam membangun Desa; 
5)	kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; 
6)	kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; 
7)	musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;   
8)	demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; 
9)	kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 
10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 
11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 
12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 
13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa. 
Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupuan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1.2	Dasar Hukum
INI HANYA CONTOH
RPJM Desa (..nama desa..) Tahun (…periode RPJM-Desa…) disusun berdasarkan pada: 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten …. Nomor …. Tahun …. tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);
15. Peraturan Daerah Kabupaten …. Nomor …. Tahun …. tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);
16. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten …. (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);
17. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);
18. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….); dan
20. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);

1.3	Maksud dan Tujuan
INI HANYA CONTOH
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (..nama desa..) Tahun (…periode RPJM-Desa…) ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa (..nama desa..) yang berkesinambungan selama periode tersebut. 
Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa (..nama desa..) adalah: 
1. 	Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa tahun (…periode RPJM-Desa…); 
2. 	Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan 
3. 	Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa yang berbatasan.

1.4	Sistematika
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BAB II
PROFIL DESA
2.1	Sejarah Desa
[Biasanya berisi tentang sejarah terbentuknya/asal-usul desa termasuk penamaan. Sejarah perkembangan desa seringkali juga dimasukkan, baik itu terkait pembangunan, kependudukan, mata pencaharian, dan kelembagaan. Khusus kelembagaan, Riwayat kepemimpinan desa hampur selalu dicantumkan.
COPY-PASTE dari RPJM Desa sebelumnya. Tambahkan informasi baru yang ada (masa setelah penyusunan RPJM-Desa sebelumnya hingga disusunya RPJM-Desa yang sekarang).]
2.2	Kondisi Geografis Desa
[Biasanya berisi tentang letak geografis desa (seperti batas-batas desa), serta luas wilayah termasuk luasan pembagian/pemetaan wilayah seperti luasan lahan pemukiman, luasal lahan perkebunan, dan lain-lain.]
2.3	Potensi Sumber Daya Alam
[Informasi disini diambil dari DAFTAR SUMBER DAYA ALAM yang ada pada lampiran RPJM-Desa. Utamakan sumber daya alam di desa yang manfaatnya signifikan untuk mendukung penyelesaian masalah pada bagian ”RUMUSAN PRIORITAS MASALAH”. Dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf, tambahkan dengan tabel bila diperlukan untuk memperkuat/melengkapi informasi.]
2.4	Potensi Sumber Daya Manusia
INI CONTOH DESA HUKAEA
2.4.1	Penduduk & Keluarga
Jumlah keluarga di Desa Hukaea berdasarkan Profil Desa tahun 2022 (per tanggal 1 Juni 2022) adalah sebanyak 244 keluarga, dengan total penduduk 885 jiwa yang terdiri dari laki-laki 452 jiwa dan perempuan 433 jiwa. Persebaran penduduk di masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

	NAMA DUSUN
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	TOTAL

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2.4.2	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penghasilan
Sumber penghasilan utama warga Desa Hukaea adalah nelayan dan pertanian/perkebunan. Sebanyak 65 KK atau 26,63% bekerja sebagai nelayan dan 55 KK atau 22,54% sebagai petani/pekebun. Ada 25 KK atau 17,36% yang tidak bekerja. Secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Hukaea adalah sebagai berikut:
	SUMBER PENGHASILAN
	JUMLAH KK
	%

	Nelayan
	65
	

	Pertanian/Pekebun
	55
	

	Karyawan
	28
	

	Dan seterusnya (diurut dari besar ke kecil)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.4.3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

2.4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Usia

2.4.5	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kesejahtraan

2.5	Potensi Sumber Daya Pembangunan
Informasi disini diambil dari DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN yang ada pada lampiran RPJM-Desa. Utamakan sumber daya yang dibangun di desa yang manfaatnya signifikan untuk mendukung penyelesaian masalah pada bagian ”RUMUSAN PRIORITAS MASALAH”. Dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf, tambahkan dengan tabel bila diperlukan untuk memperkuat/melengkapi informasi.

2.6	Potensi Sumber Daya Kelembagaan
2.6.1	Kelembagaan Masyarakat Desa
Berikut ini adalah lembaga kemasyaratan yang ada di Desa (…nama desa…) :
	Nama Lembaga
	Pengurus
	Jumlah

	
	Perempuan
	Laki-Laki
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2.6.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
INI HANYA CONTOH SAJA
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten …. Nomor …. Tahun …. tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa …. menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola maksimal (3 Kaur dan 3 Kasi), selengkapnya sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA ….
GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DESA DISINI


BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
INI HANYA CONTOH
Proses Penyusunan RPJM Desa (..nama desa..) Tahun (…periode RPJM-Desa…) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan- tahapan sebagai berikut ini: 
1.	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; 
2.	Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten; 
3.	Pengkajian Keadaan Desa; 
4.	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa; 
5.	Penyusunan Rancangan RPJM Desa; 
6.	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan 
7.	Penetapan RPJM Desa.


BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya
4.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya
4.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya
4.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya


BAB V
VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
5.1	Visi
INI HANYA CONTOH
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa. Visi pembangunan dalam RPJM-Desa Tahun (…periode RPJM-Desa…) merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:
“Tulis Statement Visi Disini”
5.2	Misi
INI HANYA CONTOH
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berikut ini adalah misi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas.
1. Misi 1
2. Misi 2
3. Misi 3
4. Misi 4
5. Dan seterusnya
5.3	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
INI HANYA CONTOH
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa adalah sebagai berikut:
Misi 1: ………
Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:
· Arah kebijakan 1
· Arah kebijakan 2
· Dan seterusnya
Misi 2: ………
Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:
· Arah kebijakan 1
· Arah kebijakan 2
· Dan seterusnya
Misi 3: ………
Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:
· Arah kebijakan 1
· Arah kebijakan 2
· Dan seterusnya
Misi 4: ………
Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:
· Arah kebijakan 1
· Arah kebijakan 2
· Dan seterusnya
Misi…. Dan seterusnya

5.4	Arah Kebijakan Keuangan Desa
5.4.1	Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
INI HANYA CONTOH
Kebijakan Keuangan Desa tahun (…periode RPJM-Desa…) yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa (…nama desa…)sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah : 
1.	Optimalisasi pengelolaan tanah kas desa; 
2.	Optimalisasi BUMDes; 
3.	Optimalisasi Pasar Desa dan Kios Desa; 
4.	Penggalian dan perintisan sumber pendapatan asli desa yang baru.
Proyeksi pendapatan Desa (…nama desa…) untuk tahun (…periode RPJM-Desa…) adalah sebagai berikut:
	SUMBER PENDAPATAN
	TAHUN

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)

	Pendapatan Asli Desa
	
	
	
	
	
	

	Hasil Usaha
	
	
	
	
	
	

	Hasil Aset
	
	
	
	
	
	

	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
	
	
	
	
	
	

	Pendapatan Transfer
	
	
	
	
	
	

	Dana Desa
	
	
	
	
	
	

	Alokasi Dana Desa
	
	
	
	
	
	

	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten
	
	
	
	
	
	

	Bantuan Keuangan:
	
	
	
	
	
	

	- Bantuan Kabupaten
	
	
	
	
	
	

	- Bantuan Provinsi
	
	
	
	
	
	

	Pendapatan Lain lain
	
	
	
	
	
	

	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
	
	
	
	
	
	

	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH TOTAL
	
	
	
	
	
	



5.4.2	Arah Kebijakan Belanja Desa
INI HANYA CONTOH
Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. 
Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
2.	Bidang Pembangunan Desa; 
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijkan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :
	URAIAN BELANJA
	TAHUN

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)

	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	
	
	
	
	
	

	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	
	
	
	
	
	

	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	
	
	
	
	
	

	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	
	
	
	
	
	

	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH TOTAL
	
	
	
	
	
	



5.4.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
INI HANYA CONTOH
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.
Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.


BAB VI
INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya
6.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya
6.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya
6.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya


BAB VII
PENUTUP
INI HANYA CONTOH
RPJM-Desa (…nama desa…) Tahun (…periode RPJM-Desa…) yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJM-Desa (…nama desa…) Tahun (…periode RPJM-Desa…) dalam Langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1.	Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2.	Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten (…nama kabupaten…) dan Pemerintah Desa (…nama desa…).
3.	Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakat Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKP-Desa maupun APB-Desa.
4.	Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJM-Desa (…nama desa…) Tahun (…awal periode…) sampai tahun (…akhir periode…), baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 6 (enam) tahunan.
5.	Substansi RPJM-Desa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun.
Demikian RPJM-Desa (…nama desa…) Tahun (…periode RPJM-Desa…) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa (…nama desa…) Kecamatan (…nama kecamatan…) Kabupaten (…nama kabupaten…) mulai Tahun (…awal periode…) sampai tahun (…akhir periode…), yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP-Desa dan menjadi dasar dalam penyusunan APB-Desa.
Akhirnya semoga Alloh Subahanahu Wa Ta’ala meridhai serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJM-Desa ini demi mewujudkan kesejahteraan warga Desa (…nama desa…) pada khususnya dan warga Indonesia pada umummnya. Aamiin.
Kepala Desa (…nama desa…)
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